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Sembilan Fraksi Setuju

Sah, RUU TPKS

Jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui Rancangan
Undang-Undang TYTindak
Pidana Kekerasan Seksual
(RUU TPKS) sebagai RUU
inisiatif DPR. Persetujuan ini
diambil usai sembilan Fraksi
PDPPR menyvampaikan pan-
dangan masing-masing dalam
Rapat Paripurna di Gedung
Nusantara I, Senayvan . Jakarta.,
kemarin.

cApakah RULT usul inisiatif
Badan L.egislasi DPR ten-—
tang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dapat disetujui menjadi
RUUusul inisiatif DPR 7?7 tanya
Ketua DPR Puan Maharani.

“Setuju.”” javwab peserta rapat
diikuti ketukan palu sebagai

tanda persetuajuan.

Dari sembilan fraksi.
hanya Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (F-PKS) yang tegas
menoclak RUU TPKS sebagai
RULU inisiatf DPR. —m

Juru bicara F-PKS Kurnmiasih
Mufidayati menyatakan. fraksi-
nya menoclak RUU TPKS bu-
kan karena tidak setuju atas
perlindungan terhadap korban
kekerasan seksual.
kKaurn percempuar.

“Meclainkan karena RUU
TPKS ini tidak memasukkan
secara komprehensif seluruh
tindak pidana kesusilaan yang
meliputi kekerasan seksual.
perzinaan dan penyimpangan
seksual. Ini menurut kami
menjadi esensi penting dalam
pencegahan dan perlindungan
dari kekerasan seksual.]” kata
Mufidayati di hadapan Rapat
Paripurna. .

terastasmna

Sementara., Fraksi Demokrat
mengungkapkan ., saat ini Indo-
nesia dalam kondisi dasruarat
masalah kekerasan seksual.
Kekerasan ini selajlu berang-
kat dari cara pandang bahwa
mereka layak menerima ke-
kerasan karena kesalahamn

 berkelanjutan oy

mereka sendiri., yang tidak
mengikuti kehendak patron- -
nya.

JFuru Bicara Fraksi Partai
PDemokrat Rezka Oktoberia
mengatakan., perlu penegakan
hukum wvang konsisten sesuai
-dengan asas keadilan agarx da-—
pat memberikan kepastian hu-—
kum bagi korban dan pelaku.

S Ferlebih, langkah-langkah
preventif kekerasan seksual
masih dianggap lemah dan
membutuhkan manajermen
pencegahan dan penanggu-
Iangan yang bersifat kompre—
hensif.

Pencegahan itu. lanjutnya,
ada dalam RUU TPKS. “Perlua
strategi vang bersifat kompre—
hensif agar dapat memperkuat.,
mengoordinasikan, dan me-
nyvelaraskan upaya pencega-
han kekerasan seksual secara
ujar Rezka
dalam Rapat Paripurma DPR,
kemarin. ’ -

Rezka menjelaskan. penja-
minan hukum terhadap kor-

_ban tindak kekerasan seksual :

selama ini dituangkan dalam °
beberapa peraturan perundangs—

S uardangan .

Peraturan perundang-—

- undangan tersebut, antara lain

Kitab Undang-Undang Hu-
kum Pidana (KUHP) yang
menjamin pemidanaan ter-
hadap pelaku tindak pemerko-
saan dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.

Akan tetapi. lanjut anggota
Komisi II DPR itu, maasalah
kekerasan seksual masih diatar
dalamnm peraturan yang terpisah.
PBelum ada suatu perastuaran
perundang-undangan yang
mengatur tentang kekerasan
seksual secara spesifik dan
terintegrasi. s OnNt
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